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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian 

oleh Notaris dalam menyikapi penggunaan surat kuasa di bawah tangan sebagai 

dasar pembuatan akta autentik serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul 

dari penolakan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran krusial 

akta autentik sebagai alat bukti sempurna yang memerlukan kepastian hukum 

tinggi, namun dalam praktiknya sering kali terhambat oleh keterbatasan kehadiran 

para pihak yang kemudian menggunakan kuasa di bawah tangan. Permasalahan 

utama yang dikaji adalah apakah penolakan pembuatan akta oleh Notaris atas dasar 

surat kuasa non-notariil merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dan 

bagaimana implikasi hukumnya bagi para pihak maupun Notaris. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum 

primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris (UUJN), sementara bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi 

pustaka terhadap jurnal dan buku hukum terkait . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Notaris terhadap surat 

kuasa di bawah tangan, khususnya untuk perbuatan hukum yang bersifat dispositif 

seperti pengalihan hak kebendaan, merupakan bentuk nyata dari implementasi Duty 

of Care (kewajiban kehati-hatian). Tindakan ini berfungsi menjaga rantai otentisitas 

(chain of authenticity) dan mencegah lahirnya akta yang cacat hukum akibat 

ketidakpastian identitas atau kehendak pemberi kuasa. Notaris yang melakukan 

penolakan atas dasar tersebut dilindungi secara hukum dan tidak dapat dijatuhi 

sanksi selama bertindak dengan itikad baik. Sebaliknya, penerimaan kuasa di 

bawah tangan tanpa verifikasi yang kuat berisiko menyeret Notaris ke dalam sanksi 

administratif, gugatan perdata (perbuatan melawan hukum), hingga tanggung jawab 

pidana jika terjadi pemalsuan. Penelitian ini menyarankan adanya amandemen 

Pasal 16 UUJN untuk mewajibkan penggunaan akta notariil pada perbuatan hukum 

tertentu serta penambahan pasal imunitas jabatan bagi Notaris dalam menegakkan 

prinsip kehati-hatian. 

 

 

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Notaris, Akta Autentik, Surat Kuasa.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the implementation of the principle of 

prudence by Notaries regarding the use of under-hand (private) power of attorney 

as a basis for creating authentic deeds and to identify the legal consequences 

arising from such refusals. The background of this study is rooted in the 

significance of authentic deeds as perfect evidence requiring high legal certainty; 

however, in practice, this is often hindered by the parties' inability to appear in 

person, leading to the frequent use of private powers of attorney. The primary issues 

examined are whether a Notary's refusal to create a deed based on a non-notarial 

power of attorney constitutes an implementation of the prudence principle and what 

the legal implications are for the involved parties and the Notary. 

The research method employed is normative juridical with a statute 

approach, a conceptual approach, and a case approach. Primary legal materials 

include the Indonesian Civil Code and the Law on Notary Positions (UUJN), while 

secondary materials are derived from literature reviews of relevant legal journals 

and texts . 

The results indicate that a Notary's refusal of an under-hand power of 

attorney, especially for dispositive legal acts such as the transfer of property rights, 

is a concrete manifestation of the Duty of Care. This action serves to maintain the 

chain of authenticity and prevents the creation of legally defective deeds caused by 

uncertainties regarding the identity or intent of the grantor. Notaries who refuse on 

these grounds are legally protected and cannot be sanctioned as long as they act in 

good faith. Conversely, accepting private power of attorney without robust 

verification risks exposing the Notary to administrative sanctions, civil lawsuits 

(unlawful acts), and even criminal liability if forgery occurs. This study 

recommends an amendment to Article 16 of the UUJN to mandate the use of 

notarial deeds for specific legal acts and the addition of professional immunity 

clauses for Notaries in upholding the principle of prudence. 

 

 

Keywords: Prudence Principle, Notary, Authentic Deed, Power of Attorney.  
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